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KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya,
maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun
2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 ini pada prinsipnya adalah dalam rangka
penyampaian potret kegiatan capaian, hambatan dan permasalahan, sampai dengan
bagaimana cara mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Tahun 2022 ini adalah untuk menunjukan capaian dan sasaran dari target kinerja yang

telah ditetapkan.

Substansi yang tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 ini, memuat informasi berkaitan dengan
capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2022 dan menyajikan berbagai informasi

baik keberhasilan maupun kekurangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun
2022 ini tentunya belum sempurna dalam merefleksikan prinsip transparansi dan
akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yang telah
dicapai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM secara ideal, namun demikian kami
berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan
HAM Tahun 2022 ini tetap dapat memberi Laporan kepada Pimpinan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Februari 2023
Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugéng Purnomo




RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM merupakan tindak
lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM atas target dan penggunaan anggaran
tahun 2022.

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022

mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun
2022. Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

SASARAN
TUJUAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
STRATEGIS
T1. Terciptanya | SS1. Koordinasi, 1. Persentase (%) capaian target
stabilitas Sinkronisasi, dan pembangunan bidang Hukum dan HAM
penegakan Pengendalian pada KL dibawah koordinasi Kemenko
hukum nasional | Bidang Hukum dan Polhukam sesuai dokumen perencanaan
HAM lintas Sektoral nasional
yang Efektif S
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan
yang dapat mendukung capaian target
pembangunan bidang Hukum dan HAM




dalam dokumen perencanaan nasional

Persentase (%) rekomendasi kebijakan
bidang Hukum dan HAM yang
ditindaklanjuti

T2.
Terwujudnya
good
governance
pada Deputi
Bidang
Koordinasi
Hukum dan
HAM

SS2. Pemenuhan
Layanan Dukungan
Manajemen yang

Optimal

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor
Hukum dan HAM

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi
Bidkoor Hukum dan HAM

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat
Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan
Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah ditentukan, terdapat beberapa

kesimpulan yaitu:

1. Sasaran Strategis “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan
HAM lintas Sektoral yang Efektif” diukur oleh 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU).
IKU-1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada

KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

dengan capaian sebesar 98.4% , IKU-2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan

yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM

dalam dokumen perencanaan nasional dapat tercapai 100%, sedangkan IKU-3 :

Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti

dengan capaian 72%.

2. Capaian Sasaran Strategis “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang

Optimal” yang diukur melalui IKU-4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi




Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan realisasi sebesar 78
(BB) IKU-5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan realisasi sebesar 35.42, IKU-6: Indeks
Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan realisasi
sebesar 4.4, sedangkan IKU-7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran
Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan realisasi sebesar 87.75.

. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022 adalah
sebesar Rp. 17,697,250,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16,800,278,161,-
(94.93%).
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1. Latar Belakang

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus
dilakukan. Namun Indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun
terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi
pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem

peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta

maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain
adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper
regulation), regulasi yang tumpah tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni
yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem
peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan
kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan
pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni Lembaga

pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (overcrowding).

Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu

dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak

masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak
terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya

pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Kehadiran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam struktur organisasi
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko
6
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Polhukam) diharapkan dapat melakukan pengawalan isu prioritas nasional dalam
memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang
terfokus pada bidang pemantapan sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan
visi Kemenko Polhukam, yaitu mewujudkan Kemenko Polhukam yang andal,
professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi
pelaksanakan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun
2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM kepada Menko Polhukam atas pelaksanaan
program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan
Misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan ini adalah
untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022.

. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut uraian tugas dan

fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/
Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi

manusia.




Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi

Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
hukum dan hak asasi manusia;

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;

3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan
hak asasi manusia; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Bab VI Pasal 104 Permenko Polhukam No. 1 Tahun 2021,
Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu
oleh satu orang Sekretaris Deputi dan 4 (empat) orang Asisten Deputi yaitu
Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan
Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi
Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. Organisasi Deputi Bidang

Koordinasi Hukum dan HAM ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1




Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
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5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM
. i Bid linasi Hul I

Dr. Sugeng Purnomo lahir di Surabaya

pada tanggal 23 Mei 1964 meraih gelar Doktor
dari Universitas Hasanuddin.

Sugeng Purnomo memulai karirnya
sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri
Samarinda pada tahun 1992-1993. Kemudian
pada tahun 1993-1995 menjabat Kepala Sub

Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada

Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri
Samarinda. Di tahun 1995-1997 pernah

menjabat sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan, kemudian
dilanjutkan menjadi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tenggarong pada
tahun 1997-2001. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri
sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan (2001), Kepala
Kejaksaan Negeri Sinjai (2005-2008), dan Kepala Kejaksaan Negeri
Samarinda (2010-2011) yang sebelumnya didahului dengan menjabat sebagai
Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Agung di tahun 2008-2010.

Perjalanan karir Sugeng Purnomo berlanjut menjadi Asisten
Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2014.
Kemudian pada tahun 2014-2015 menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pada tahun 2015-2018
menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi sebanyak 2 (kali)
yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (2018) dan Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Selatan (2019) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur
Penuntunan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Agung di tahun 2018-2019. Pada tahun 2019-2021 menjabat sebagai Staf Ahli
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Jaksa Agung Bidang Pidana Umum, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus
2021 dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Laksamana Pertama TNI Halili.,, S.H., CFrA,,
M.Tr. Opsla. CFrA lahir di Pamekasan tanggal 15
Juni 1965. lulus dari Akademi Angkatan Laut pada
tahun 1989 dengan pangkat Letnan Dua.

Laksamana Pertama TN Halili memulai karir
sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dengan berpangkat Letnan Dua yang menjabat

sebagai Assieten Padiv Kontrol List. Pada tanggal 9
Agustus 2010 menjadi analis kebijakan pada Deputi Bidang Kaji dan Indera
Wantannas. Pada tanggal 9 Mei 2011 menjadi Athan Rl dan Atase Matra RI.
Pada tanggal 12 September 2011 menjadi ATAL RI di Washington DC
Amerika Serikat.

Pada tanggal 01 Oktober 2021, dilantik sebagai Asisten Deputi
Koordinasi kewaspadaan nasional pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan
Bangsa dan pada tanggal 19 April 2022 telah dilantik sebagai Sekretaris
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat.

 c. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum |

Ibu Figi Nana Kania lahir di Bandung pada
tanggal 11 November 1973 dan meraih Magister
Hukum Bisnis nya di Universitas Parahyangan.

11




Figi memulai karir nya sebagai staf pada seksi bidang ekonomi, industry
dan perdagangan padan tahun 2001, lalu menjadi Kasi Analisa bidang
ekonomi, industry dan perdagangan pada tahun 2004, menjadi Kasi Analisa
bidang keuangan dan perbankan pada tahun 2006, menjadi Kasi Harmonisasi
bidang Keuangan dan Perbankan tahun 2011, menjadi Kasi Bidang Industri,
perdagangan dan teknologi pada tahun 2011. Menjadi Kasi harmonisasi
bidang Keuangan dan Perbankan pada tahun 2014, menjadi Kasubdit

Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan pada tahun 2014, menjadi

Kasubdit Harmonisasi bidang Politik dan Pemerintahan pada Tahun 2017.

 d. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Ibu Dr. Desi Meutia Firdaus lahir di Banda

Aceh pada tanggal 28 Desember 1970 dan meraih
Doktor Illmu Hukum di Universitas Padjajaran,
Bandung.

Desi melaksanakan Pendidikan sarjana Ilimu
Hukum nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

dan Pendidikan Magister IImu Hukum nya di

Universitas Diponegoro, Semarang.

Perjalanan karir Desy yaitu pernah sebagai Koordinator pada Bidang
Intelijen pada tahun 2013, kemudaian menjadi Kepala Kejaksaan Negeri
Batusangkar pada tahun 2014, kemudian menjadi Asisten Perdata dan Tata
Usaha Negara pada tahun 2016, lalu pernah menjadi Kasubdit TP Korupsi dan

Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jampidsus pada tahun 2017 dan
pernah juga menjabat sebagai Kasubdit Tindakan Hukum dan Pelayanan

Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum Jamdatun.
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e. Asisten Deputi Koordinasi Hukum internasional

Bapak Brigjen TNI Dr. Arudji Anwar beliau

merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Beliau lahir
di Malang, tanggal 19 November 1968.

Beliau merupakan lulusan Akabri tahun 1990,
pernah menjabat sebagai Dantonhub Brigif Linud-

18/2, pernah penjabat sebagai Dantonhubyan Brigif

Linud-18/2, pernah menjabat Dankihub Brigif Linud-

18/2, pernah menjabat Dankihub Divif-2 Kostrad, pernah menjadi Kasilog
Yonif 503/18/2 Kostrad, pernah menjadi Dankima Yonif Linud-502/18/2,
Pernah menjabat sebagai PBDA Ops Sops Kostrad, pernah juga sebagai
PBDA RUTR SPBAN II Strerad, pernah menjabat sebagai Kasdim 1626/Bangli
DAM IX/UDY, Pernah menjabat Kasdim 1611/Badung DAM IX/UDY, pernah
menjadi Pamen DAM IX/UDY karen sedang melaksankaan Pendidikan
Seskoad, pernah menjadi PBDYALAT Sopsdam IV.DIP, Pernah menjadi
Kabag Tahwil Sdirbinter Puster, pernah menjabat sebagai Dandim
0743/Yogyakarta REM 072, pernah sebagai PAOps Denma Divif-1 Kostrad,
pernah sebagai Kasrem 072/PMK DAM/IV/DIP, pernah menjadi Wadan
Rindam III/SLW, pernah menjadi dosen madya Seskoad, Pernah menjadi
Aster Kadam Jaya, pernah menjadi Paban Ill/Tahwil Ster TNI, Pernah menjadi
Pamen Kodam Jaya, Pernah sebagai Kapok Sahli Pangdan II/ Swj, dan
sebagai Irdam 1X/Udy tahun 2020.

Brigien TNI Rudy Syamsir lahir di Jakarta tanggal
19 Agustus 1968 lulus dari Akademi Militer pada tahun
1989 dengan pangkat Letnan Dua.

13




Memulai karir sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan
menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1995-1996 dengan pangkat
Kapten dilanjutkan dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun
1996-1997 kemudian menjabat Pasi Ops Yonif 527 di tahun 1997. Pada tahun
1997-1998, menjabat sebagai Dankipan C Yonif 527 Ren 083. Kemudian di
tahun 1998-2000 menjabat sebagai Pasi Intel Dim 0821 Rem 083. Di tahun
2000-2001, menjabat Pasi Intel Rem 142/Tatag dengan pangkat Mayor
dilanjutkan dengan menjadi Wadan Yonif 721/MKS Rem 142/Tatag di tahun

2001 kemudian menjadi Kepala Staf Distrik Militer 1421/Pangkep hingga tahun
2003.

Pada tahun 2003 pernah menjabat sebagai Pabandyamin Sinteldam
XVI/Pattimura yang dilanjutkan dengan jabatan Komandan Yonif 732/BNU di
tahun 2004-2005 dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2006-2009, menjabat
sebagai Kabag Anev Direktorat Jianbang Pusat Terorial TNI AD. Kemudian
menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 1411/Bulukumba di tahun 2009-2010.
Pada tahun 2010-2011 menjabat Pabandya-2/Arbhak Paban V Mabes TNI.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kabid
Potensi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2011-
2013, kemudian menjabat Kepala Bidang Strategi Pertahanan pada Deputi
Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan di tahun 2013-2016 dilanjutkan menjabat Kepala Bidang
Tata Ruang Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada tanggal

31 Januari 2017, dilantik sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan
Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.
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. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Pada Tahun 2022, jumlah pegawai di

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebanyak 32 orang. Komposisi
pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Unit Kerja terdiri
dari 1 Orang Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Unit Kerja Sekretaris
Deputi 14 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Materi Hukum 4 Orang, Unit Kerja

Asdep Koordinasi Penegakan Hukum 7 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi

Hukum Internasional 4 Orang, dan Unit Kerja Asdep Koordinasi Pemajuan dan

Perlindungan HAM 2 Orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum

dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
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Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut jenis
kelamin adalah pria 19 orang (59%) dan wanita 13 orang (41%). Komposisi
pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar
1.3.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Wanita
41%

Laki-Laki

59%

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut
Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 3 orang, S-2 tercatat 14 orang, S-1/D-4
sebanyak 10 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 5 orang. Komposisi pegawai
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

SMA

D3

51

52

53
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Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Asal

Instansi terdiri dari Kejaksaan Rl sebanyak 5 orang, TNI sebanyak 6 orang,
Kepolisian Rl sebanyak 1 orang, Kemenkumham sebanyak 3 orang, PNS
Kemenko Polhukam sebanyak 12 orang dan staf administrasi sebanyak 5 orang.
Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada
Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Asal Instansi

Jumlah Pegawai berdasarkan asal instansi
Kejaksaan
I 12%

Kemenko \ POLRI

Polhukam 3%

63%

Kumham

6%

7. Isu Strategis
Adapun Capaian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022 sebagai
berikut

a. Penandatanganan Nota Kesepahaman SPPT Tl

Bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi
penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi
diperlukan pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu
berbasis Teknologi Informasi, maka dilakukan kesepakatan Bersama antar

Lembaga Penegak Hukum melalui Nota Kesepahaman.
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Nota Kesepahaman dibuat untuk mengoptimalkan implementasi SPPT-TI melalui
pertukaran data, peningkatan mutu data, pemanfaatan data dan pengembangan
prosedur serta tata laksana baru pada administrasi penanganan perkara tindak

pidana. Adapun pihak yang terlibat dalam kesepakatan ini yaitu Mahkamah

= e e % AP P
R A A RN
S N 7, %, 7 /
, £
> :

Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, dan Kantor Staf Presiden.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Sengketa Aset Negara di
Magelang

Masalah status penguasaan atas tanah dan bangunan eks markas komando
Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Kota Magelang yang

terjadi sejak puluhan tahun lamanya.

18




Kemenko Polhukam melakukan upaya penyelesaian masalah status
kepemilikan tanah dan bangunan antara TNI dengan Pemerintah Kota
Magelang setelah melalui berbagai pembahasan. Pada tanggal 13
September 2022 dilakukanlah penandatanganan Nota Kesepahaman antara
Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan
Pemerintah Kota Magelang tentang Penyerahan dan Penerimaan Hibah

Tanah dan Bangunan di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengabh.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Aslog Panglima TNI, Sekjen
Kementerian Keuangan, Walikota Magelang dan diketahui oleh Deputi
Bidkoor Hukum dan HAM. Penandatangan tersebut disaksikan oleh Menko
Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan
Perwakilan pimpinan dari Kementerian pertahanan, Kementerian ATR/BPN

dan Pemprov Jawa Tengah.
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C.

Peraturan Pelaksana Undang-Undang tentang Keolahragaan

Pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan, diharapkan terdapat akselerasi
percepatan pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang
Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 terutama yang mengatur tentang
jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pelaku olahraga, olahragawan,
masyarakat penonton olahraga di dalam setiap penyelenggaraan kegiatan

olahraga diberbagai tingkatan.

Untuk mewujudkan suatu kondisi ideal dalam penyelenggaraan kegiatan
keolahragaan yang menjamin keamanan dan keselamatan, memerlukan
suatu perencanaan dan sistem yang matang, yang harus diwujudkan dalam
suatu kesepakatan Bersama semua elemen bangsa, dalam bentuk
peraturan, dan dipatuhi serta dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam

penyelanggaraan olahraga.
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d. Hasil Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM)
Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Masa Lalu (Tim PPHAM) yang dibentuk melalui Keppres Nomor 17
Tahun2022 tidak dimaksudkan untuk meniadakan penyelesaian melalui
pengadilan (yudisial). Tim PPHAM memiliki tugas vyaitu (1) melakukan
pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi

manusia yang berat masa lalu; (2) merekomendasikan pemulihan bagi korban

atau keluarganya; dan (3) merekomendasikan langkah untuk mencegah
pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang

akan datang.

Tim PPHAM melakukan pengumpulan data melalui tiga metode yaitu: (1) studi
dokumen; (2) kelompok diskusi terpumpun (focus group discussion) dengan
pelbagai pihak antara lain korban dan/atau keluarga korban, pendamping
korban dan/atau lembaga swadaya masyarakat, para pakar, dan pihak-pihak
lainnya yang dianggap perlu dalam mendapatkan data; dan (3) pertemuan
formal/informal dengan dengan pelbagai organisasi kemasyarakatan, unsur
lembaga negara dan alat kelengkapan negara, maupun unsur- unsur forum

komunikasi pimpinan daerabh.

Khusus terkait pencarian dan verifikasi data korban, terdapat sejumlah
tantangan yang dihadapi yaitu: (1) ketidaktersediaan data yang komprehensif
mengenai korban; (2) data yang ada seringkali merupakan data terdistorsi; (3)

ketertutupan kelembagaan yang mempunyai data pembanding; (4) kurangnya
kepercayaan korban terhadap itikad baik negara; (5) adanya sensitivitas di

kalangan korban karena ketiadaan pendampingan negara yang memadai.
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Tim PPHAM merekomendasikan program pemulihan melalui pemenuhan hak-

hak konstitusional para korban dan/atatu keluarganya dan program untuk

menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Tim

PPHAM memberikan rekomendasi kepada Presiden sebagai Kepala Negara

Republik Indonesia untuk mengambil beberapa tindakan antara lain:

a.

Menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM
yang berat masa lalu.

Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan persitiwva
sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya
mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban
peristiwa.

Memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang
berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat Tim PPHAM.
Melakukan pendataan kembali korban.

Memulihkan hak korban dalam dua kategori, yakni hak konstitusional sebagai

korban; dan hak-hak sebagai warga negara.
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f. Memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara
spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara lebih luas pada
sisi lainnya. Perlu dilakukan pembangunan upaya-upaya alternatif
harmonisasi bangsa yang bersifat kultural.

g. Melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat secara lebih luas.

h. Membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa
pelangaran HAM yang berat melalui:

a Kampanye kesadaran publik.

1) Pendampingan masyarakat dengan terus mendorong upaya untuk
sadar HAM, sekaligus untuk memperlihatkan kehadiran negara dalam
upaya pendampingan korban HAM.

2) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama untuk
mengarusutamakan prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.

3) Membuat kebijakan reformasi struktural dan kultural di TNI/Polri.

I. Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang
memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi
di masa depan.

j. Melakukan upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM. Upaya ini meliputi
ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, amandemen
peraturan perundang-undangan, dan pengesahan undang-undang baru.

k. Membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya

rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM.

8. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021-2024. Analisis Capaian Kinerja

diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan
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organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di

masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan

HAM tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a.

Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja TA 2022,

BAB | Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud
dan tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan profil pejabat serta sumber
daya manusia;

BAB Il Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Renstra Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM 2021-2024 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022;

BAB IIl Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran,
dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran
termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta
permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Perencanaan jangka menengah 5 tahun Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun
2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM
Tahun 2020-2024.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-
2024 dalam mewujudkan visi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024,
yaitu “Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang
Efektif Dalam Mendukung “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan
koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dan
menjadi pedoman bagi Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Deputi Bidkoor Hukum dan HAM
menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam

menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif; dan
b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi
umum dan tata usaha.
Keterkaitan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024
ditujukkan pada table 2.1.

Tabel 2.1 Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024
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Visi

Misi

Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral
Bidang Hukum dan HAM yang Efektif
“‘Kementerian

dalam Mendukung

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan vyang andal, profesional,
inovatif, dan berintegrasi dalam
melaksanakan koordinasi pelaksanaan

kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

berkepribadian  berlandaskan  Gotong

Royong”

1. Menyelenggarakan

koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian
dalam menyusun rekomendasi
kebijakan yang cepat, akurat, dan

responsif

. Menyelenggarakan

pelayanan
yang efektif dan efisien di bidang

administrasi umum dan tata usaha

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Deputi Bidkoor Hukum dan

HAM. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Deputi

Bidkoor Hukum dan HAM yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai

melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya

pencapaian visi dan misi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Tujuan dan sasaran

strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran strategis teknis dan

sasaran strategis generik Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang akan dijalankan

dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Sasaran Strategis Teknis: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang

Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif. Sasaran Strategis ini

menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan,

program, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan unit kerja Deputi Bidkoor

Hukum dan HAM yang melaksanakan tiga proses bisnis yaitu koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga terkait; dan

2. Sasaran Strategis Generik: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen

yang Optimal. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan
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dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang bersifat pelayanan
internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi
Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditujukkan pada Tabel.

2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

T1

Terciptanya
stabilitas
penegakan

hukum nasional

SS1 | Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pengendalian Bidang
Hukum dan HAM
lintas Sektoral yang
Efektif

1. Persentase (%) capaian target
pembangunan bidang Hukum dan
HAM pada KL dibawah koordinasi
Kemenko Polhukam sesuai

dokumen perencanaan nasional

2. Persentase (%) rekomendasi
kebijakan yang dapat mendukung
capaian target pembangunan
bidang Hukum dan HAM dalam

dokumen perencanaan nasional

3. Persentase (%) rekomendasi
kebijakan bidang Hukum dan HAM
yang ditindaklanjuti

T2

Terwujudnya
good governance
pada Deputi
Bidang
Koordinasi
Hukum dan HAM

SS2 | Pemenuhan Layanan
Dukungan
Manajemen yang

Optimal

4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)

5. Nilai Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB)

6. Indeks Kepuasan Pelayanan

Sekreatariat Deputi

7. Indeks Kualitas Perencanaan
Kinerja dan Anggaran Depulti
Bidkoor Hukum dan HAM
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Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Deputi Bidkoor Hukum
dan HAM diturunkan dalam beberapa Kegiatan, yaitu:

Koordinasi Materi Hukum;

Koordinasi Penegakan Hukum

Koordinasi Hukum Internasional;

Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM; dan

o » DN P

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat
Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,;

dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2022
secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.
Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

dalam memenuhi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Substansi yang ada

dalam Perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang
akan dicapai pada tahun 2022 yang telah mengacu pada Rencana Strategis
Kemenko Polhukam tahun 2021-2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
selengkapnya sebagai berikut:
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Sasaran : -
: Indikator Kinerja Target
Strategis
Koordinasi, 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang| 80%
Sinkronisasi, Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi
dan Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan
Pengendalian nasional
Bidang Hukum - Indeks Pembangunan Hukum (IPH)
dan HAM - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Lintas Sektoral 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat 100%
yang Efektif mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum
dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum 70%
dan HAM yang ditindaklanjuti
Pemenuhan 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB (75)
Layanan (SAKIP)
Dukungan
. 2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 32
Manajemen
: (PMPRB)
yang Optimal
3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor 4.1
Hukum & HAM
4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran 81

Deputi
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BAB lll
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa
besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi,
dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja

yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan

antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui

persamaan sebagai berikut:

Persen Realisasi = Capaian x 100%

Target

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui
persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan
diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan
ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan
realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan

kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan
formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat
unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci

dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya;

capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan
30
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target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, trend kinerja selama 4
tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data

pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah ditetapkan
pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menggunakan satuan ukur masing-masing,

yaitu:

a. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase didasarkan pada nilai
tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subyek yang menjadi
sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian
Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU
yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-2, dan IKU-3.
Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1 sebesar 80%, IKU-2 dan IKU-3
masing-masing sebesar 50%. Pengukuran persen realisasi atas target dua
IKU ini menggunakan kriteria sebagai berikut: menghitung rata-rata capaian
Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawalan IPAK dan IPH selain itu
digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat
mendukung tercapainya IPAK dan IPH serta memastikan rekomendasi
tersebut telah dirindaklanjuti oleh K/L terkait. Keberhasilan atas IKU-IKU ini

jika tiga K/L mencapai target sasaran strategis, agar capaiannya minimal 80%.
b. Nilai, satuan

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan nilai diambil dari data primer,

data hasil penilaian yang dilakukan oleh bagian Inspektorat Kemenko
Polhukam. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-4
dan IKU-5. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-4 sebesar B (70) dan
IKU-5 sebesar 17. Pengukuran nilai atas target dua IKU ini dengan melakukan
penilaian mandiri dengan mengisi LKE yang telah ditetapkan. Hasil pengisian

LKE akan dilakukan validasi oleh bagain Inspektorat.
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c. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data
primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Deputi
Bidkoor Hukum dan HAM. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini
adalah IKU-6 dan IKU-7. Pada Perjanjian Kinerja, target IKU-6 sebesar 4
dengan skala 1-5 dan dan IKU-7 sebesar 75 dengan skala 1-100.

Capaian Kinerja

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah merumuskan dua sasaran strategis (SS)
dan tujuh Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur
dan menganalisis keberhasilan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Capaian
IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM merupakan tolok ukur capaian tugas pokok
dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Hukum dan HAM
ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM
2021-2024.

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022
SASARAN INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | REALISASI
STRATEGIS 2022 2022 (%)
Koordinasi, 1. Persentase (%) 80% 98.4% 123%
Sinkronisasi, capaian target
dan pembangunan
Pengendalian bidang Hukum dan
Bidang HAM pada K/L di
Hukum  dan bawah Koordinasi
HAM Lintas Kemenko Polhukam
Sektoral yang sesuai dokumen
Efektif perencanaan
nasional
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e |Indeks

Pembangunan
Hukum (IPH)

e Indeks Perilaku
Anti Korupsi
(IPAK)

2. Persentase (%)

rekomendasi
kebijakan yang
dapat mendukung
capaian target
pembangunan
bidang Hukum dan
HAM dalam
dokumen
perencanaan
nasional

100%

100%

100%

3. Persentase (%)
rekomendasi
kebijakan bidang
Hukum dan HAM
yang ditindaklanjuti

70%

72%

103%

Pemenuhan
Layanan
Dukungan
Manajemen
yang Optimal

1. Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)

BB

(75)

BB

(78)

104%

2. Nilai Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)

32

35.42

111%

3. Indeks Kepuasan
Pelayanan
Sekretariat Deputi
Bidkoor Hukum &
HAM

4.1

4.1

100%

4. Indeks Kualitas
Perencanaan Kinerja
dan Anggaran
Deputi

81

87.75

108%
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Realisasi pencapaian sasaran strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun

2022 tergambarkan pada capaian

Indikator Kinerja Utama sebagaimana

ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan

HAM akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama.

. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk

mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam

misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian

kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk

meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih

matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas

dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Asdep Koordinasi Penegakan

Hukum pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam pencapaian
sasaran strategisnya yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan

Penegakan Hukum.

a. Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian kinerja dengan target kinerja

Tahun 2022.

SASARAN INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | REALISASI
STRATEGIS 2022 2022 (%)
Koordinasi, 3. Persentase (%) 80% 98.4% 123%
Sinkronisasi, capaian target

dan pembangunan
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Pengendalian
Bidang
Hukum  dan
HAM Lintas
Sektoral yang
Efektif

bidang Hukum dan
HAM pada K/L di
bawah Koordinasi
Kemenko Polhukam
sesuai dokumen
perencanaan
nasional

e Indeks
Pembangunan
Hukum (IPH)

e Indeks Perilaku
Anti Korupsi
(IPAK)

4. Persentase (%)

rekomendasi
kebijakan yang
dapat mendukung
capaian target
pembangunan
bidang Hukum dan
HAM dalam
dokumen
perencanaan
nasional

100%

100%

100%

3. Persentase (%)
rekomendasi
kebijakan bidang
Hukum dan HAM
yang ditindaklanjuti

70%

72%

103%

Pemenuhan
Layanan
Dukungan
Manajemen
yang Optimal

5. Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)

BB

(75)

BB

(78)

104%

6. Nilai Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
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7. Indeks Kepuasan
Pelayanan
Sekretariat Deputi
Bidkoor Hukum &

4.1




HAM

. Indeks Kualitas

Perencanaan Kinerja
dan Anggaran
Deputi

81

87.75

108%

b. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target RPJMN.

INDIKATOR
KINERJA

SATUAN

TARGET
RPIMN/
RENSTRA

REALISASI
2021

REALISASI
2022

1. Persentase

(%)
capaian target
pembangunan
bidang Hukum dan
HAM pada K/L di
bawah Koordinasi
Kemenko
Polhukam
dokumen
perencanaan

nasional

sesuai

e Indeks
Pembangunan
Hukum (IPH)

e Indeks Perilaku
Anti Korupsi
(IPAK)

%

80%

89.68%

98.4%

. Persentase (%)
rekomendasi

kebijakan yang
dapat mendukung
capaian target

pembangunan
bidang Hukum dan
HAM
dokumen

dalam

%

50%

100%

100%




perencanaan
nasional

3. Persentase (%) % 50% 88.88% 72%
rekomendasi
kebijakan bidang
Hukum dan HAM
yang ditindaklanjuti

4. Nilai Sistem Skor B A BB
Akuntabilitas
Kinerja Instansi (70) (81.99) (78)
Pemerintah
(SAKIP)

5. Nilai Penilaian Skor 18 34.21 35.42
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

6. Indeks Kepuasan | Indeks 4 4.4 4.4
Pelayanan
Sekretariat Depulti
Bidkoor Hukum &

HAM

7. Indeks Kualitas Indeks 80 98.75 87.75
Perencanaan
Kinerja dan

Anggaran Deputi

SASARAN STRATEGIS |

SS-A Koordinasi, Sinkxonisasi

dan Pengendalian Bidangglukum dan HAM

lintas sektoral yanﬁg\efekt‘if




dan

Sinkronisasi

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 “Koordinasi,
Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas sektoral yang efektif “, sasaran
strategis 1 digunakan untuk mengukur kinerja teknis dari Deputi Bidkoor
Hukum dan HAM diukur oleh tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti

ditunjukan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

CAPAIAN

REALISASI
(%)

Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan
Pengendalian
Bidang Hukum
dan HAM
Lintas Sektoral
yang Efektif

. Persentase (%)

capaian target
pembangunan
bidang Hukum
dan HAM pada
K/L di bawah
Koordinasi
Kemenko
Polhukam sesuai
dokumen
perencanaan
nasional

e Indeks
Pembangunan
Hukum (IPH)

e Indeks
Perilaku Anti
Korupsi (IPAK)

80%

98.4%

123%

. Persentase (%)

rekomendasi
kebijakan yang
dapat mendukung
capaian target
pembangunan
bidang Hukum
dan HAM dalam
dokumen
perencanaan

100%

100%

100%
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nasional

3. Persentase (%) 70% 72% 103%
rekomendasi
kebijakan bidang
Hukum dan HAM
yang
ditindaklanjuti

Dari tabel tersebut diatas pencapaian sasaran startegis yaitu
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas
sektoral yang efektif. Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 3
(tiga) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu Persentase (%) capaian target
pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi
Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan target
kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 98.4% dan Persentase (%)
rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan
bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dengan target
kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar 100% serta Persentase (%)
rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan
hasil nilai capaian sebesar 72% dari target kinerja sebesar 70%.

Berikut program dan kegiatan lintas sektor hasil KSP Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM dalam peningkatan capaian target pembangunan bidang

Hukum dan HAM secara rinci berdasarkan urutan IKU yang ditetapkan.

Indikator 1- RersentaseilCapaian

target pembangunan bidang HukumrdantEHAM

pada K/L dibawah Keordinasi'Kemenko Polhukam}
sesuai dokumen perencanaan nasional




Target dari IKU-1 - Persentase (%) capaian target pembangunan bidang
Hukum dan HAM pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai
dengan dokumen perencanaan nasional seperti yang ditunjukkan pada tabel
3.2, adalah 98.4% dari rata-rata capaian IPH dan IPAK. Untuk mencapai
target pada indikator IPH dan IPAK, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait
seperti Kementerian Hukum dan Luar

HAM, Kementerian Negeri,

Kementerian Dalam Negeri, Kemen